
BERITA DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOTUOR A7 TAHUN 2OO7
M iiiiieiiaicii

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 07 TAHUN 2OO?

TENTANG

PETTJNJIJ K PEII\I(SA}IAAII RETRTBUSI IJIN GAI\TGCUA}I

Menimbang : a.

BUPATI CIANJU&

bahwa Retribusi Ijin Gangguan di lGbupaten Cianjur telah diatur
berdasarkan Perafirran Daerah Nomor o9 Tahun r9gr9 dan telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor o9 Tahun 2oo5 serta
diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2c,cl6 Nomor e7 *ri
B;

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah lQbupaten Cianjur Nomor
o9 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Ganguan, &lah diatur dalam
Kepuilsan Bupati Nomor obTahun 2ooo tanggal go Maret sooo;

bahwa'dalam rangka tertib adminisuasi pelalcanaan p'mrberitm
pelayanan pubtik li Uiaang rebibusi ijin'gangguan, dhuhrongan
dengan dilaksanaannya penataan kelembagaan berdss{rhan
Peraturan Daerah'Nomor zz Tahun aooo, pelaksanaan Perafirran
Daerah Nomor o9 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam hunrf
b perlu disempurnakan;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana ctimaksud dalam
humf e, perlu diatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Ijin
Gangguan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19Fo tenung Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Linglungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun r95o Nomor 4g);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun r98r tentang Hukrum "dcaraPidana (I-embaran Negarn Tahun r98r Nomor 76, Tantbahan
lembamn Negaru Nomor gsog);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun ryg7 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun tggT Nomor 4L,
Tambahan l-embaran Negara Nomor g63$ sebagaimana relah
diubah dengan UndangUndang Nomor S+ Tahun 2ooo (Inmbaran
Negara Tahrur 2ooo Nomor a46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor +o+8);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun rW7 tentnng Pengeloleen
Lingkungan Hidup (ternbaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan l-embaran Negara Nomor g699);
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5. lnilaq*Undlng Nomor 3a Tahun 2oo4 ftntang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Tahun 2oo4 Nomor iag, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4$flsebagaimana telah airiun dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonroi 3
Tahun 2oo5 tentang Perubahan aas Undangundang Nomor 3i:Tahun 2oo4 tentang Pernerintahan Daerati Cl"embaran Negara
Tahun zoob Ng*gl 38,- Tambahan l"embalun Negara Nohor
!4W) yang telqh ditetapkan dengan Undang-Undurg Nomor I
Tahun aoos fl-embaran Negara Tahun eooS Nornsr ro8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4Sq.8);

6, Perafirran Pemerinah Nornor e7 Tahun rg8g bntang Peleftsunaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara
Tahun 1983 Nomor 96, Tambahan lembanan Negara Nohor
3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor gr Talrun rygg Hntang Analisis
ft{engenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Talun r9g3
Nomor 84, Tambahan Iembaran Negam No.mor SSSS);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2E Tahun 2ooo tentang
Kgwenglgnn Pemerintah dan Kewenangan pemedntah propinsi
sebagai Daerah Otonom (I"embaran Negara Tahun 2ooo N6mor
54, Tambahan kmbaran Negara Nomor ggSa);

9. Peraturan Pemerintah Nonror 66 Tahun 2oor tentang Retribusi
Daerah (Lembaran NegaraTahun soor Nornor n9I

lo. Peraturan Menteri Q"l?* N-egeri Nomor r Tahun rggg tentang
Tata Cara Pengendalian b"g Perusahaan-perusahaan y"g
Mengadakan Penanaman Modal Menurut UndangUndans
Nomor r Tahun 1962 d.an Qndang-Undang Nonror 6 Tahun 196g;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun rgg7 tenhng
Penertiban Pulgutan-pgngUtan dan Jangka Walffu Terhadaf
Pemberian Ijin UnttanglunEang Cangguani

12. Peraturan Menteri Dalam Neggri Nomor-g Tahun r9g2 tentang
Rencana Tapak dan Tata Tertib Pengusahaan tGwasan lrrdusrfr
serta Prcsedur Pemberian Ijin Mendiiilun Bangunan (IIvIB) dan
Ijin UndangUndang Gangguan (IIUG/HO) Fagi perus.haan-
perusahaan yang Berlokasi di Luar l(awasan Indusui;

rg. Peraturan Dqerah .I(abupaten Cianjur Nomnr o9 Tahun rggg
tentang Retribusi Ijiq Gangguan (Lembaran Daerah Tahun rqgg
Nomol 13 seri B) sebagaimana telah diubah dengan peratruan
Daerah Nomor o9 Tahun 2oo5 $.,embaran Daeraf, Tahun 2oos
NomorzTSeri B);

14. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor e2 Tahun sooo
tgntafg Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur
(Iembaran Daerah Tahun 2ooo Nomor z6 Seri DaI

ts. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor o3 Tahun goor
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Daerah Tahun
eoor Nomor ++ Seri C).
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Menetapkan

MELUTUSKAT{ c

PERATURA!{ BI.'PATT IE}{TAI\IG PETUNJTJK PEIAffiA.NAAX{
RETRIBUSI UIN GAI{GGUAI.I.

BAB I
KETENTUA}.I UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

r. Daerah adalah lGbupatenCianjur.

z. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah
Itubupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerinahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daeratr Kabupaten Cianjur.

b. Satuan kerja adalah unsur pelaksana pemerinuh daerah sebagni
satuan kerja dibidang pelayanan ijin gangguan.

6. Dinas Pend.apatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daemh
I(abrrpaten Cianjur.

I(as Daeiah adalah kas daerah Kabupaten Cianjur.

Ijin gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada CIrang
pnbadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat rnenimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan baik langsung rrumpm tidak
langsung, tidak termasuk tempat usaha yang lokminya telah
ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Retribusi d.aerah adalah pungutan daerah sebagai pemba;nran atas
jasa atau pemberian ijin tertentu yang khwus dissdiakan den aau
diberikan oleh Pemerinuh Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usha dan
pelayanan yant menyebabkan barang, fasilitas atru kemanfaatan
lain yang dapat tlinikmati ole.h pribadi atau ba'dan.

Wajib reuibusi adalah orahg pribadi atau badan yang nrenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwejibkan unt{*
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pennmgut {tau
pemotong netibusi tertentu.

re. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnp disebut SIKRD'aldaleh
surat keputusan yang menerrtrrkan besarnya jumlah reuibusi yeng
terutang.

g. Masa retribusi adalah srafir jangka waktu teftentu jang meryeakan
batas waktu bagi wajib retribusi unfirk memarfaatkan jasa dan
perijinan teftennr dari Pemerintah Daerah.

r4. Badan adalah suatu benhrk badan usaha yang rnetiputi per$ru/an
terbatas, pemenoan komanditer, percetoan lain, badan usaha dlik
negara atau daerah.dengan nama dan benurk apapun, perueleotuern,
perkumpulan, frrma, kongBi, koperasi, yayasan ahu ol3anisasi yang

. sejenis lembaga, dana pensiun, benfirk usaha tetap sera bennrk
badan usaha lain.

7.

8.

L0.

9,

lll .

I'
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1b. Surat Tagihan Retribusi Daemh *laqiuurya disebut S[RD'*tlalaft
surat unhrk melakukan tagihan rcldbusi dan atau sanksi
administrasi benrpa bunga dan atau denda.

BAB II
TATA CARA DA}I PERSYARAJTAN

Pasal z

(1) Setiap orang atau badan yang akan mela}uken he$atan ateu usaha
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, ga.ngguan masyarakat
dan kelestarian lingkungan, wajib memiliki ijin ganggp'ur/teuryat
usaha dari Bupati.

(z) Untuk memperoleh ijin sebaguimana dimaksud pada ey{t G)
pemohon mengajukan permohonan $ecara terulis kepada BWfiti
melalui Bagian Perekonomian Sekretadat Daerah dan menftuyar
retribusi yang oe'-sarnya sebagaimana diailrr dalam Peraturan
Daerah Nomor o9 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor og
Tahun 2oob.

(g) Reuibusi dipungut menggunakan SKRD dengan mencanfirmkan
besarnya tarif sebagairnana dimaksudpada ayat (2).

(+) Pembayaran retibusi sebagaimana dirnaksud peda ayat 6)
dilakukan melalui pembantu bendahara penerima pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah atau kepada peqas yang
clitunjuk.

G) Hasil pungutan reuihiusi sebagaimana dirmkud p*da ayat (+)
disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal g

Pemohon wajib melarnpirkan ketengkapan dan persyaratan sebagai
berikut:

a. Ikrtu identitas pemohon dengan dilmgkapi pas photo *ffan 3 x 4
sentimeter sebanyak z (dua) buah;

b, NPWP/NPWPD;

c. SPPT/PBB tahun terakhir;

d. Ijin mendirikan bangunan (bag perusahaan kar disertai d€ngan
melampirkan peta situasi) ;

e. Status tanah (untuk tanah sewa/konuak harus dibukdkan dengan
surat perjanjian sewa/kontrak;

f. Akte pendirian perusahaan ba$ penrsahaan yangberbadan huknm;

g. Surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desafifuluuh{n dan
diketahui oleh Camat setempat;

h. Ijin tetangga dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui okh Cam{t
setempat;

i. Berita asra pemeriksaan lokasi (ba$ penrsahaan yang tirrgket
gangguannya sangat besar/Ungg.
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Pasal 4

Iiin sebagaimary ai*F,$ry+ po."t-g diberikan daram benruk suratijin yang ditandatangani oleh Suk.t"ri, 6.rof"---.'
pasal b

Bentuk dan jenis usaha yanq waiib memiliki iiin or
o,arr" 

"r."n 
ul.rinH:li"l,ff5tff*#f$lf ijin gangguanfiji n temfr t

BAB III
PEMBINAAI.I DAI.I PENGAWASAN

pasal 6

Pembinaan dan penga*,asar.. Lerha$p qelksanaan pemberian iiingangtuan/ijin tempat usaha, dilaksanakatn ot"t l-----'
a. Dinas Pendapatan Daerah;
b. Badan Pengawas Daerah;

c. Kepala Kantor satuan polisi pamong pnaja dan perlindunganMasyarakat; e -'--"-
d. Penyrdik Pegawai Nesen r*t:XT,

KETENTUAT,{ PE,NUTUP

Pasal z

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Keputrrsan Bueed
$pjur Nornor os Tahun 2ooo't"nggJ' jo*il"*. 2ooo tentansPelaksanaan peraturan Daerah Kabupa:fin .ir:;;;*l'r- iE "T;'fi 

iifi
il'.n"Hr"x%fiHls:.i,*it$"f tT,ffi l;,,Hr***nmr*m,{tr

Pasal 8

Hal-hal lain yang.. berup diatur.. seqanjang mengenai rcknispelaksanannya akan- ditetapkan kemudiun ian" m;rui"kffi;r*#ffi;
tidak terpisahkan dari pemturan Bupati ini. 

--

Pasal 9

Peraturan Bupati ini be'laku sejak tanggal diundangkan.

ff il..ff fH,o:f ,H.a;xgTtl:Hil?-",ffiffi l,:m*ff*Hf, lnsan

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Juni zooT

BUPATI CIANJU&

Cap/ttd,.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH
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Diundangkan di Cianjur
tanggal + Juni aooT

ASTIIUITRA
. 48o o92 11o

BERITA DAERAII IABUPATEN CI.ANJUR NOMORoTTAI{UN goo7.


